
GUBERNURGORONTAW

PERATURANGUBERNURGORONTALO

NOMOR TAHUN2023

TENTANG

PERUBAHANKEDUAATASPERATURANGUBERNURGORONTALONOMOR
18 TAHUN2021 TENTANGSISTEM DANPROSEDUR PENGELOLAAN

KEUANGANDAERAH

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNURGORONTALO,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi
pelaksanaan anggaran pemerintah Provinsi Gorontalo perlu
melakukan peru bahan sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah;

b. bahawa Peraturan Gubemur Nomor 18 Tahun 2021
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini
sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b periu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolan Keuangan Daerah;

1. Pasal 18 ayat ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 ten tang Cipta KeIja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);
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GUBERNUR GORONTALO 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR 17 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 

18 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN 

Menimbang 

Mengingat 1. 

KEUANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR GORONTALO, 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi 

pelaksanaan anggaran pemerintah Provinsi Gorontalo perlu 

melakukan perubahan sistem dan prosedur pengelolaan 

keuangan daerah, 

“bahawa Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini 

sehingga perlu diubah, 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolan Keuangan Daerah, 

Pasal 18 ayat ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6841),
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Vakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana talah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan KineIja Instan si Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

7. Peraturan Pemerintah omor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor
1781);

4. 

10. 

  

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028): 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana talah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614), 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 

1781): 
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 18
TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLANKEUANGANDAERAH.

Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 18
Tahun 2021 ten tang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
2021 Nomor 18), sebagaimana telah diubap dengana Peraturan
Gubernur Gorontalo Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
(Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 41)
diubah sebagai beriku t :
Ketentuan ayat (1) huruf a angka 9 Pasal 51 diubah dan setelah
ketentuan huruf b ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf baru yakni
huruf c, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal51

(1) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan
Barang dan Jasa yaitu:
a. bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu menyiapkan LS Pengadaan Barang dan
J asa dengan mengacu kepada berita acara dan
dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan yang
dirnaksud antara lain:
1. dokumen kontrak;
2. berita acara pemeriksaan;
3. berita acara kemajuan pekerjaan;
4. berita acara penyelesaian pekerjaan;
5. berita acara serah terima barang dan jasa;
6. berita acara pembayaran;
7. surat jaminan bank;
8. surat referensi/keterangan bank;
9. jaminan pembayaran dari bank yang sarna

dengan bank RKUDatau Bank Umum lainnya;
10. surat pemyataan kesanggupan dari pihak
lain/rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 18 

TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PENGELOLAN KEUANGAN DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 

Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 

2021 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengana Peraturan 

Gubernur Gorontalo Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sistem 

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah 

(Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 41) 

diubah sebagai berikut : 

Ketentuan ayat (1) huruf a angka 9 Pasal 51 diubah dan setelah 

ketentuan huruf b ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf baru yakni 

huruf c, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 51 

(1) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan 

Barang dan Jasa yaitu: 

a. bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu menyiapkan LS Pengadaan Barang dan 

Jasa dengan mengacu kepada berita acara dan 

dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan yang 

dimaksud antara lain: 

1. dokumen kontrak, 

2. berita acara pemeriksaan, 

3. berita acara kemajuan pekerjaan, 

4. berita acara penyelesaian pekerjaan, 

5. berita acara serah terima barang dan jasa, 

6. berita acara pembayaran, 

7. surat jaminan bank, 

8. surat referensi/keterangan bank, 

90. jaminan pembayaran dari bank yang sama 

dengan bank RKUD atau Bank Umum lainnya, 

10. surat pernyataan kesanggupan dari pihak 

lain/rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan 
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seratus persen sampai dengan berakhir masa

kontrak;
11. dokumen lain yang elipersyaratkan untuk

kontrak- kontrak yang dananya sebagian atau
seluruhnya bersumber dari penerusan

pinjaman/hibah luar negeri;
b. Kelengkapan dokumen pengadaan eli atas

disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jenis
atau sifat pengadaan barang dan jasa yang
dilakukan ;dan

c. Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui Bela
Pengadaan dalam pemanfaatan e-marketplace, maka
sistem dan prosedur berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa melalui e-marketplace (pasar

elektronik).
(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu memverifikasi rencana belanja pengadaan
barang danjasa dengan langkah antara lain:
a. meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan

dana untuk belanja pengadaan barang dan jasa
yang akan eliajukan telah disediakan;

b. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja pengadaan barang dan jasa yang akan
diajukan tidak me1ebihi sisa anggaran;dan

c. meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan
atas tagilian pihak ketiga, Berita Acara Serah
Terima (BAST)dan dokumen pengadaan barang dan

jasa.
(3) Berdasarkan hasil verifIkasi, Bendahara Pengeluaran

jBendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan pengajuan
permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa
yang didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan Barang

dan Jasa.
(4) Bendahara PengeluaranjBendahara Pengeluaran

Pembantu mengajukan persetujuan permintaan
pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa tersebut
kepada PAjKPAmelalui PPK-SKPDjPPK-unit SKPD.

seratus persen sampai dengan berakhir masa 

kontrak, 

11. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk 

kontrak- kontrak yang dananya sebagian atau 

seluruhnya bersumber dari penerusan 

pinjaman /hibah luar negeri, 

b. Kelengkapan dokumen pengadaan di atas 

disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jenis 

atau sifat pengadaan barang dan jasa yang 

dilakukan:dan 

c. Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui Bela 

Pengadaan dalam pemanfaatan e-marketplace, maka 

sistem dan prosedur berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai 

pengadaan barang/jasa melalui e-marketplace (pasar 

elektronik). 

(2) Bendahara  Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

(3) 

Pembantu memverifikasi rencana belanja pengadaan 

barang dan jasa dengan langkah antara lain: 

a. meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan 

dana untuk belanja pengadaan barang dan jasa 

yang akan diajukan telah disediakan, 

b. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa 

belanja pengadaan barang dan jasa yang akan 

diajukan tidak melebihi sisa anggaran,dan 

c. meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan 

atas tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah 

Terima (BAST) dan dokumen pengadaan barang dan 

jasa. 

Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran 

/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan pengajuan 

permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa 

yang didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan Barang 

dan Jasa. 

Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran 

Pembantu mengajukan persetujuan permintaan 

pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa tersebut 

kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK- unit SKPD. 
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Pasal II

Peraturan Gubernur illl mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tan al 2023
Pj. GUBE NUR GORONTALO,

Diundangkan di Gorontalo
padatanggal 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAHPROVINSI GORONTALO,

SYUKRIJ. BOTUTIHE

BERITA DAERAH PROVINSIGORONTALO TAHUN 2023 NOMOR

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 
pada tanggal 6 Juni 2023 
Pj. GUBERNUR GORONTALO, 

ISMAIL PAKAYA 

Diundangkan di Gorontalo 
pada tanggal 6 Juni 2023 
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO, 

SYUKRI J. BOTUTIHE 

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 17 
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